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3. Undang-Undang ... 

1. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Oaerah-Oaerah Kabupaten Oalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kctcntuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999); 

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (4) 
Peraturan Oaerah Kabupatcn Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Perubahan i\tas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2011 ten tang Pajak Daerah, dan Pasal 14 ayat (S) Peraturan 
Dae rah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka 
dipandang perlu menetapkan Peraruran Bupati Boyolali 
tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat 
Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak; 

BUPATI BOYOLALI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, 
DAN PENUNOAAN PEMBAYARAN PAJAK 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 
NOMOR ,2. TAHUN 2018 

BUPATI BOYOLALI 
PROVINSI JAWA TENGAH 



11. Peraturan Daerah .1 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali tera.kh.ir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 I tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleb Wajib 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tabun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 173); 
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5. Kepala BKD .... 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 
2. Bupati adalah Bupati Boyolali. 
3. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebaga.i unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pela.ksanaao urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Badan Keuangan Oaerah selanjutnya disingkat BKD adalah Sadan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN BUPAT! BOYOIAU TENTANG TATA CARA 
PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 
ANOSURAN, DAN PENUNOAAN PEMBAYARAN PAJAK. 

MEMUTUSKAN: 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimaoa telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 
213); 

12. Peraturan Daerah Kabupate.n Boyolali Nomor 5 Tahun 
2012 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaao {Lembaran Daerab Kabupaten Boyolali Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 134); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2016 Nomor 16, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 183); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik 
Indonesia Tabun 2011 Nomor 310); 
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BAB II., 

5. Kepala SKD adalah Kepala Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersdat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara Jangsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagj 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Wajib Pajak adalab orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan 
kewajiban perPajakan aesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perpajakan. 

8. Sadan adalah suatu badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Badan 
Usaha Milik Daerah dengan nama dan daJam bentuk apapun, persekutuan, 
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, 
lembaga dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya. 

9. Pajak yang terutang adaJah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak y-ang 
terutang. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah 
pokok Pajak, jurnlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
Pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atasjumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjumya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sankei administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Supati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan d.igunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditctapkan. 

16. Kode Pembayaran adalah nomor identifikasi yang diterbitkan melalui sistem 
billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan d.ilakukan Wajib 
Pajak. 

17. Dokumen elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik 
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, mena.mpilkan, mengumumkan, mengiri.mkan, dan/atau 
menyebarkan informasi elektronik. 

- 4 - 



Pasal 4 

Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran pajak dilakukan ke RKUD 
melalui: 
a. Layanan Bank Persepsi Pemerintah Daerah 
b. Layanan Tempat pembayaran pajak di ternpat lain yang ditunjuk oleh 

Bupati. 
c. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik Perbankan Lainnya 

BABIV 
PEMBAYARAN, PENYE'l'ORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kepada Kepala BKD. 

Pasal 3 

BAB 111 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

(1) Pemturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembayaran, 
penyetoran, tempat pemba,yaran, angsuran, dan penundaan pembayaran 
Pajak. 

(2) Jenis Pajak dalarn Peraturan Bupati ini terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam clan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung W alet; 
J· Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; clan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. meningkatkan pendapatan daerah; 
b. meningl<atkan pelayanan dan rnenyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi inforrnasi; dan 
c. meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya. 

- 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

.5. 



Pasal 7 ... / 

(I) Pengajuan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak, harus 
memenuhi ketentuan: 
a. Ketetapan Pajak di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 

kecuali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diperuntukkan 
bagi ketetapan Pajak di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

b. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib 
Pajak atau Penanggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia clan 
menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian utang pajak. 

c. Permohonan disampaikan paling lama IO (sepuluh) hari kerja sejak 
dltetapkannya STPD, SPPT, SKPO, SKPDKB atau SKPDKBT kepada 
Kepala BKD kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam 
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya; 

d. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan/atau kesulitan 
likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. 

e. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam haJ ,;u;at 
permohonan bukan ditandatangani olch Wajib Pajak, harus dilampirkan 
SuratKuasa 

(2) Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagsi berikut 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
b. fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding; 
c. surat kuasa bermatcrai cukup bagi yang dikuasakan; 
d. surat pemyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk 

pembayarao angsuran atau penundaan pajak; 
e. fotokopi bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan; dan 
f. bukti surat, petunjuk atau keterangan Jainnya yang membuktikan 

adanya kerugian dan/atau kesulitan likuiditas sehingga tidak dapa~ 
memenuhi kewajiban rutin. 

BABY 
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN ANOSURAN 

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 
Pasal 6 

- 

(1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran clan penyetoran pajak melalui 
sistem pembayaran pajak secara elektronik dilakukan dengan menggunakan 
kode pembayaran. 

(2) Kode pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) berupa dokumen 
elektronik pembayaran atas ketetapan pajak yang ditetapkan secara o!Jidal 
assesment maupun berdasarkan laporan wajib pajak secara self assesment. 

(3) Penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SSPD Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan dilakukan secara elektronik dengan sistem tanda 
tangan elektronik, 

(4) SPTPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD atas transaksi pembayaran 
secara elektronik berupa dokumen elektron.ik. 

Pasal 5 

. 6. 



BAB Vll ... I)"' 

Pasal 8 
(I} Permohonan Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selanjutnya dilakukan kegiatan 
penelitian administrasi atau penelitian lapangan apabila diperlukan oleh 
Kepala BKD. 

(2) Kepala BKD Berdasarkan Hasil Penelitian sebagaimana dimsksud pada ayat 
(1), dapat menetapkan pemberian persetujuan kepada Wajib Pajak unwk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak deogan dikenakan bunga 
sebesar 2o/o (dua perseratus) setiap bulan yang ditindaklanjuti dengan 
menerbitkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah. 

(3) Keputusan scbagai.mana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima 
seluruhnya, menolak atau menerima sebagian. 

(4) Perhitungan bunga sebagairoana dimaksud pada ayat (2) atas pembayaran 
angsuran dikenakan terhadap jumlah sisa angsuran. 

(5) Penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 3 (tigaJ bulan. 
(6) Pembayaran angsuran diberikan paling banyak untuk 12 (dua belas) kali 

angsuran dalam jangka waktu waktu paling lama 12 (dua belasj bulan 
terhitung sejak tanggal keputusan angsuran. 

(7) Kepala BKD dalarn jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan 
dinyatakan tengkap, wajib mcmberi keputusan atae permohon.an We.jib 
Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 

(8) Apabila dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah 
terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan 
pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan 
terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir dengan tetap melakukan 
kegiatan penelitian. 

BAB VJ 
TATA CARA PENYELESAlAN P!!:RMOHONAN ANGSURAN DAN P!!:NUNDAAN 

PEMBAYARAN 
- 

(I) Pennohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajakyang 
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dianggap 
bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(2) Dalam ha! pennohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagairoana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala BKD dalam jangka waktu 1 (satu} bulan kalender sejak tanggal 
diterimanya permohonan, harus memberikan jawaban sccara tertulis dengan 
memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari 
kepada Wajib Pajak atau Kuasanyajika dikuasakan. 

(3) Dalam hal permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagairoana dimaksud pada ayat (2), 
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6. 

Pasal 7 
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NIP. 19671102 199403 2 009 

TIN!NOSIH AGNESS 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA K.ABUPATEN BOYOLALI, 

SERITA OAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR c.2, 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal ~ ~\o<<loe{' 2018 

fj. SEKRETARIS DAERAH 
K.ABUPA N BOYOLALI 

Asisten Ad 

I SENO SAMODRO 

- - 
BUPATI BOYOLAL!e-, 

" .tif - 

Oitetapkan di Boyolali 
pada tanggal ~ """'"'".....,. 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten BoyolalL 

Pasal 9 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
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